Karni Ilyas Sampaikan Jurnalisme Hukum
Semua tentu mahfum dan sepakat bahwa nilai-nilai demokrasi di negeri ini mengalami  peningkatan yang begitu pesat semenjak ‘lengsernya’ Orde Baru. Ironisnya penegakan hukum di Indonesia justeru mengalami kemerosotan yang luar biasa, korupsi semakin menjadi, dan kebijakan yang dibuat sering tak berpihak pada rakyat. Banyaknya penyelewengan kekuasaaan yang dilakukan oleh para wakil rakyat, pejabat pemerintah , dan juga aparat penegak hukum semakin menjadi bukti tak terbantahkan akan ‘miris’-nya kondisi negara kita ini. Hal tersebut disampaikan Karni Ilyas, SH pada acara Kuliah Umum bertema “Jurnalisme Hukum” Selasa, 29 November 2011 di Auditorium Kahar Muzakir Universitas Islam Indonesia. Acara yang diselenggarakan atas kerja  Universitas Islam Indonesia dengan TVOne tersebut banyak mendapat perhatian dari kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan beberapa perguruan tinggi di wilayah Yogyakarta. Bahkan sebagian rela berdiri dikarenakan kehabisa kursi. Karni Ilyas sendiri lebih dikenal oleh masyarakat sejak membawakan acara “Jakarta Lawyers Club”  yang kemudian berubah menjadi “Indonesia lawyers Club” produksi TVOne.

Secara khusus bung Karni (panggilan akrab Karni Ilyas)menyoroti ‘kacaunya’ penegakan hukum di negara kita saat ‘nilai demokrasi’ justeru ada posisi yang ‘tepat’. Menurut Bung Karni, dibutuhkan komitmen dan peran aktif dari semua pihak untuk penegakkan hukum di Indonesia, termasuk peran media massa yang sudah di’bait’ sebagai salah satu pilar demokrasi.  Keakuratan, kecepatan dan juga Independensi pemberitaan  menjadi pokok penting dalam membantu penegakan hukum. Cukup banyak kasus (korupsi dll) yang dibongkar karena pemberitaan media. Banyak juga kasus yang segera ditanggapi oleh pihak-pihak yang berkompeten karena pemberitaan media. Dan media massa juga bisa berperan menjadi salah satu ‘edukator hukum’  bagi masyarakat Indonesia.   
Pria kelahiran Bukit Tinggi tahun 1953 ini  juga menyoroti kebijakan pemerintah tentang ekplorasi kekayaan nusantara oleh pihak asing (PT. Freeport)  yang secara finansial jauh lebih banyak menguntungkan pihak asing. Parahnya lagi  perpanjangan kontrak karya  untuk beberapa puluh tahun mendatang telah ditandatangani beberapa tahun ‘sebelum kontrak habis’ dengan waktu yang tak kalah lama. Tentu kebijakan ini menjadi salah satu kebijakan yang sarat akan ‘penyelewengan’ yang berimplikasi merugikan negara (cq. Rakyat Indonesia).  

Menjawab pertanyaan tentang independensi wartawan dalam pemberitaan (misal politik), Bung Karni mempunyai satu aturan tersendiri. “Saya melarang para wartawan ikut dalam salah satu partai. Jika ada yang nekat, maka akan saya pecat”, katanyanya.  Namun demikian, Bung Karni tak memungkiri bahwa kepemilikan media massa oleh para aktor politik, sedikit banyak akan memberi dampak pada media. Contohnya adalah media TV yang dimiliki oleh salah seorang tokoh politik tentu akan memberikan porsi lebih dalam penayangan/promosi partai politik pemilik media dibanding partai lainnya. 
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Presenter Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas, SH saat sampaikan materi “Jurnalisme Hukum” di Kampus Terpadu UII, Selasa, 29 November 2011 
